BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah sato negara berkembang yang memungut pajak bagi
WAarga negannya. Pa_]ak di Indonesis merupakan salah satu pendapatan terbesar
negara yang memipunyai peran penting dalam hal pembiayaan pengembangan
pembangunan nasional. Selain it pajak jugo digunakan di berbagai program
pemerintah lainnya guna mencapai kesejahtersan m}umlmt serta pemeratann
ekonami. Menurut Khoerunnisa (2018) proses perubahan dati perkembangan suatu
n@:hﬁmb&ng vang terjadi di masvarakat tidak lqﬂnhiﬂinidanva campur
lanm pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk pertem pemb
bangsa. Pemerintah mengundalkan dari sumber dana dalam negeri ﬁlﬂ‘lﬂhhguna
pemenuhan kebutuhan belanjn, pembangunan maupun program pemerintah
]ﬂunym "Suﬂﬁqt dona dalam neged meliputi pensnma.lm perpajakan  dan
mm’hﬂhﬂ pajak.

Diats Realisasi APBN tahun snggaran 2021 yang Wﬁlehﬁhﬁenleﬁan
l(mut Rl (datam presentase) menunjukkan untuk pm‘:mm -perpajakan
menduduki lebib dari 50% total pendapatan yaitu mencapai 76.96%, penerimaan
bk pajk 22,805, dan b 0.25%. Becdasarkan datatescbut. pajak menjad
zalah mtﬁmm‘hfrptmrbﬂmmgm yang s-mgni;l‘kmrﬂmndmgknn yang bukan
pujak maupun hibah. Usiuk itw, sangat penting bagi pemerintah untuk tetap
memastikan bahwa seluruh wajih pajak dapat memenuhi kewajibannva untuk
membayarkan pajak.sesuai.dengan.ketentuan.yang. berlaku,

N suatu

Memurut Undang-undang MNomor 28 Tahun 2007 yang mengatur lentang
Ketentuan Umum dan Tata Carm Perpajokan dalam Pasal | avat (1) menyatakan
bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negam yang terutang oleh orang pribadi
dan/stau badan veng memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendopatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan



(]

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena sifainya yung wajib,
pajak dianggap seperti momok bapgi sebagian orang maupun perusahaan badan
hukum. Bagi perusshaan, pajak dianggap sebagai biaya yang bisn memperkecil laba
perusahasn atan mengumangi keuntungan perusahaan (Asiah, 2022), Perusahaan-
perusghasgn tersebut akan mencari skal untuk meminimalisic biaya ogar
mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dan menekan nilai pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah self-assessment
systemt sesuai dengan yang terfera pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
tentnng Kr.',_tqdﬁm Umm@ifﬂﬂqn?ﬂpn]ahn Mhﬂﬁuil*unmnmwati {2017)
self-assessment sysfiem MErupakan sistem pemuugumpqakiﬂmml wajib pajak
yang bersangkutan diberikan wewenang atas penghitung: bcsar pajak yang
terutang, sehingga pada sistem ini wajib pajak Bﬂﬂﬁt ﬁnfﬁm menghitung,
menyeter dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan
fiskus bertugas untuk memberi penerangan dan pengawasan. Wajib pajak disngenp
mmﬂﬁ-mngmmng memahami ketetapan pajak yang herrlalrﬂ-.h m.lllkl
ijmmgl, serfa menyadari esensial membayar pajak (Zalsabilla dan
Rabmawnti, m Selwisecrment svetem  ini dimaksodkan mbﬂl'llﬂm
kepervayaan sepenuhnya kepada wajib pajak yang diberikan oleh fiskus untuk
muﬁlmg menyetor dan melaporkan sendiri pajak mmgﬂm dengan
ketentuan mmmﬁl tersebut menjadi kelebihan dari pencrapan
self-assessment system.

Dengmdﬁerhkukm;mwmapm self-assessment system dibarapkan mampu
meningkatkan kepatuhan perpajakan (Digmastul Hlﬁ} ‘Namun, seff-assessmens
svstern jugn memiliki kekirangan dibalik Eelebihan yang dimilikinyas. Dalam
praktiknya, kewenangan vang diberikan oleh fiskus tidak sesuai dengan harapan
dan cenderung disalshgunakan oleh wajib pajak. Terdapat berbagai macam

tantangan jugn hambatan dalam pelaksanasn self-assessment sem, salah satunya

adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban
perpajakan vang berujung pada turunnya penerimaan pajak sesual denpgan besaran
yang ditetapkan (Edison, 2023),



Fakta di atas mengungkapkan bahwa hubungan antara aturan dan tingkat
kepatuhan wajib pajak masih terdapat kesenjangan. Dibuktikan dengan data dan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021 yang menyatakan bahwa di tahun 2021
hanya 5.9 juta wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), vang
mana seharusnya 19 juta wajib pajak. Hanya84,07% wajib pajak yang melaporkan
SPT dan menyisakan 15,93% wajib-pajak (www.pajak.go.id). Untuk itu, perlu
adanva landasan hhwmnyabmwkm sebuah kesadaran dan
bukan keterpiksaan S '

Eﬁ lmlmnim. kc]:nm pqlk menjadi sebuah pnmusl.lnhm wyang belum bisa
terselesaikan sampai mhﬁ (Zulma, 2020). Tax compliance (kepatuhan pajak)
merupakan suatu tindakan yang mana wajib pajak dapat memenuhi semua
keNpaiiben Petnajakannya dan dapat melaksanakan hak PetpaiicsmyR (Waicyo,
2020), Wﬁﬁpa_rﬂk diharapkan tetap patuh terhadop ketentuon mﬂgn
ﬁﬂlllih!'..:m ..bcrbaga:i macam sanksi bagi wajib pajak jika tcl'ﬁlﬁi"ﬂnya
Rk o kpwlban e

Untuk mengukur suatu tingkat kepatuhan, wajib pijﬂ ﬂ;ﬂt melakukan sax
review, Tox review atau penelaahan pajak mmpammmlm penelaahan
terhadap semua kewsjiban perpajakan dalam sustu perusahaan dan pelaksanaan
pEﬂmﬂuﬂbﬂﬁ]ﬁnﬁ&Wn‘mlm dari menghitung. memotong. melunasi

dan melapor guna menilai tax eompliance atu kepatuhan perpajakan yang telsh
dilakukan (Devita dan Wi gn}n. 2016).

Cakupan tax review adalah keseluruhan dari aspek atau bagian perpajakan yang
ada di suatu perusabaan yang sedang direview atau ditelaah. Aspek perpajakan vang
ada dalam perusahaan diantaranya:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21/26
b. Pajak Penghasilan Pasal 22
¢.. Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 24

=



e. Pajak Penghasilan Final
f. Pajak Penghasilan Bodan
2. PPN dan PPnBM

Dalam penelitian ini, lingkup tax review yang dilakukan ada keterbatasan data
vang diberikan oleh perusshasn. Data vang diberikan oleh perusshaan hanya
meliputi tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 13, Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2), da.m Pajht Wnn Milai (PPN). Selain itu,
peneliti juga memiﬁhh:temmm&hmmn penelitian i,

Penelitian Hﬁﬁhuh,lﬂﬂi'ﬂtm mﬂmﬂebelm\rn }mnﬁlﬁ]ﬁ;ukan oleh Lestari
(2018) menyatakan bahwa “posisi tingkat rax compliance Hote! Bukit Serelo
m di tingkat _.ﬁ:fﬂm?- karena Hmelﬂiﬁt Serelo felah melaksanakan
m perpajakannya sesuai dengan ketentuun dan peraturan perpa_;a.kan

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Setiawan dan Setiawan (2018) menyatakan
bahwa “far review atas PPh Badan telah ditemukan adanyn perbedasn dalam

faporan rekansiliasi fiskal pada akun Perjalanan Dinas dan Biaya Telepon. Pada
lhm Perjalanan Dinas perusshaan tidak dapat menunjukkan berita m:q.m__:_afnup:m
cataton di penugnsan yang menjelaskan perihal atau tajuan perjalanan dinas Luar
\i‘em tersebut yang terkait dengan kegiatan pokok M'nnlmhm yang
menyebabkan terjadinys perbedaan koreksi fiskal antara Wajib Pajok dengan
penelit m;ympqhmwmm |lm., W,lﬂ l’qnl: Hll'l melaporkan
laporan rekonsiliasi fiskal dengan benar dan tidak terdapat adanya kekeliruan™.

Berdasarkan hurh:lga.l macam penelition mﬁlﬂn, peneliti terarik unuk
melakukan penelitian tentang fus review di €V Tri Wahana Karya. CV Tri Wahana
Karya merupakan perusahaan yang berperak pada bidang konstruksi yang berdiri
pada tahun 2016 di Kabupaten Bantul, CV ini sudah berstatus sebagai Pengusaha
Kenn Pajak (PKP) meskipun masih terpolong pengussha kecil karena memilild
omzet bruto dibawah Rp4.8 miliar dalam satu tahun kolender sebelummnya.

Peneliti memilih perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi karena jasa
konstruksi merupakan salah satu industri vang besar dan berpotensi memiliki



dampak yang signifikan terhadap perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu,
kepatuhan perpajakan dafam industri tersebul menjadi penting karena dapat
berdampak bagi penerimaan pojak pemerintah. Usaha jasa konstruksi juga
berkaitan eral dengan perusahasn, subkontrakior, dan pekerja lepas, yang berart
terdupat adanya potensi terkait perpajakannya, seperti pemenuhan kewajiban pajak
penghasilan dan PPN,

CV Tri Wahana Karya memilih dikukulkan sebagai PRP untuk mempermudah
jalannya kerja mmg duﬁnmm lhn rekan kerjanya. Menurut
Undang- UmhnjﬂhmrﬂTﬂm‘mmE Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jut ﬁ.ll Fiynﬁwm Bamng Mewah dalam Pasal 3A gyat (1)
mewajibkan bagi PFE? ﬁﬂllk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Fuﬂlnh!ﬁ Nilai (PPN} dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
(PPnBM). Pemungutan PPN baik PPN Keluaran maupim PPN Masukan dilokukan
saat terjadinya transaksi jual beli.

€V Tri Wahana Karys memiliki 11 {scbelas) karyawan di dalamnya, Diantara
11 karyawan yang ada. seluruh karyawan memiliki penghasilan bruto di bawah
PTEP. Akan tetapi, CV Tri Wahana Karya tetap mefakukan pdapctm terhadap
PPh Pasal 21 dengan status Nihil untuk tahun 2021 Dari |1 karvawan, terdapat satu
karyawan freclance di dalamnya yang bertugas dalam hal keuangan dan
perpajakannya. Namun. tetap mendapatkan hak sahynlmp karyawan tetap dalam
perusahaan tersebut.

anlh pﬂjﬂk badan telah melakukan penyﬁmdm;ldapumn sesusi ketentuon
perpajakan. Namun, belum pemah melakukan fax review dan perusahaan ingin
mefakukan rav review. Padahal, dilakukannya ter review agor wajib pajak terhindar
dari sanks1 perpajakan. Oleh sebab itu, CV Tr Wahana Karya terfarik untuk
melakukan fax review. Karena €V Tri Wahana Karya merasa sudah mematah
aturan perpajakan vang berlaku dun ingin menaikkan reputasi perusahaan dan
bersedia untuk dilakukan tax review,



Berdasar pada apa yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk menelin
bagaimana penerapan tax review pada CV Tri Wahana Karya, Fax review akan
menjamin CV Tri Wahana Karva merupakan wajib pajak badan yang bebas dan
sanksi/denda pajak dan patub dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingpa,
peneliti termotivasi untuk menganalisis serta melakukon pencliian dengan judul
“Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan dan PPN untuk  Menilal
Kepatuhan Perpajakan (Studl pada CV Tri Wahana Karya Tahun 2021)™,

1.2 Rumusan Masalal
Berdasar pada latur belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat

diajukan dalam penelitian ini adalah sehagai berikur:

|. Bagaimana Pencrapan fux Review atas Pajak Penghasilan. Pasal 21 untuk
Menitai Kepatuhan i;erpajaknn pada CV Tri Wahana Karya tahun 20217

2. Bagaimana Penerspan Tur Review atas Pajak Penghasilan Pasal 23:untuk
Menilai Kepatuhan Perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 20217

3. Bagaimana Penerapan Tux Review atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
untuk Menilai Kepatuhan Perpajakan pada CV Tri Wahana Karya talwun 20217

4. Bagaimana Penerapan Tux Review stss Pajak Pertambahon Nilai untuk
Menilai Kepatuhan Perpajakan pada CV Tri Wabiana Karya tahun 20217

1.3 Tujuan Pencliiian

. Menganalisis penerapan tax review ates Pajak Penghasilan Pasal 21 guna
menilai kepatuhan perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021,

2. Menganalisis penernpnﬁ' tav review alas Pajak Penghasilan Pasal 23 guna
menilai kepatuhan perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021

3. Menganalisis penerapan rax review atas Pajok Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
guna menitai kepatuhan perpajakan pada CV Tl Wahana Karya tahun 2021,

4. Menganalisis penerapan tex review atas Pajak Pertambahan Nilai guna menilai
kepatuhan perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi imi adalah sebagai berikut ;

a. Manfast Teoritis
Secara teoritis, hampan dari penulisan penelitian imi bisa menjadi
& review otas Pajal ;

Tfi wm '-'..-. ¥i i W‘j’l {hpl[ I -;.-.rl.n-':
i salah satu bahan referensi datnm hal evaluasi

3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DIP)
Secarn menyeluruh, penelition ini dapat memberikan manfaat yang
signifikan untuk DJP dalam hal perbaikan sistem perpajakan,
peningkatan layanan public, serta memberikan konstribusi pada
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.
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